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Pendahuluan 
Penerapan interoperabilitas dalam 

sistem informasi kesehatan merupakan 
fondasi krusial untuk menjamin integrasi data 
yang andal guna mengoptimalkan mutu dan 
efisiensi pelayanan kesehatan (1). Rekam 
Medis Elektronik (RME) menjadi instrumen 
vital dalam mendukung pelaksanaan 
pelayanan kesehatan berbasis evidence-
based, meningkatkan koordinasi antar tenaga 
kesehatan mendukung kebijakan pemerintah 
pusat dan daerah dalam pengelolaan data 
kesehatan (2). Implementasi RME 
merupakan bagian dari agenda transformasi 
digital kesehatan yang dicanangkan oleh 
Kementerian Kesehatan (KEMENKES) (3). 
Faktor penting yang menjadi sorotan adalah 
tingkat interoperabilitas sistem yang rendah 
berdampak pada duplikasi data, 
keterlambatan pelaporan, serta rendahnya 

kualitas pengambilan keputusan berbasis 
data (4). Tantangan penerapan 
interoperabilitas sistem informasi RME di 
tingkat pelayanan dasar seperti Puskesmas, 
terutama di wilayah Banjarmasin Utara. 
Puskesmas memiliki sistem yang berjalan 
sendiri-sendiri (stand-alone system) tidak 
terintegrasi ke Dinas Kesehatan Kota 
mengakibatkan redudansi data, kesalahan 
input, keterlambatan pelaporan, dan 
ketidaksesuaian informasi antar unit 
pelayanan Kesehatan (4). 

KEMENKES melalui platform SATU 
SEHAT mencanangkan penguatan sistem 
informasi kesehatan terintegrasi sebagai 
prioritas nasional sejak tahun 2023 (5). Belum 
semua daerah siap menerapkan sistem 
secara optimal (6). Permasalahan seperti 
keterbatasan infrastruktur, kurangnya 
pelatihan sumber daya manusia, serta belum 
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tersedianya standar teknis dan kebijakan 
integrasi menjadi penghambat utama. Di 
Kecamatan Banjarmasin Utara, terdapat 
beberapa Puskesmas yang telah 
menerapkan sistem RME dengan platform 
dan vendor yang berbeda (7). Penelitian 
sebelumnya umumnya berfokus pada 
kesiapan infrastruktur dan aspek teknis 
operasional serta masih sangat terbatas 
dalam mengkaji secara komprehensif 
mengenai tingkat interoperabilitas sistem 
informasi kesehatan di tingkat pelayanan 
primer secara spesifik di wilayah urban yang 
heterogen. 

Dinas Kesehatan Kota sebagai 
pengelola data kesehatan membutuhkan 
informasi yang real-time dan terintegrasi dari 
Puskesmas untuk perencanaan dan evaluasi 
kebijakan (8). Saat ini belum terdapat kajian 
komprehensif yang menilai sejauh mana 
kemampuan interoperabilitas sistem RME di 
wilayah kerja Puskesmas Kecamatan 
Banjarmasin Utara, sehingga diperlukan 
penelitian untuk memberikan solusi berbasis 
bukti menilai kemampuan interoperabilitas 
sistem RME. Meskipun terdapat upaya 
digitalisasi di tingkat nasional, belum terdapat 
kajian komprehensif yang memetakan 
hambatan integrasi sistem secara mendalam 
di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan 
Banjarmasin Utara. Penelitian yang ada 
sebelumnya cenderung bersifat parsial dan 
terbatas pada evaluasi infrastruktur teknis, 
sehingga belum mampu menjelaskan 
dinamika interoperabilitas yang mencakup 
aspek tata kelola kebijakan, kesiapan sumber 
daya manusia, serta keselarasan protokol 
data antar-unit pelayanan primer dan Dinas 
Kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini 
krusial dilakukan untuk mengisi celah 
tersebut dengan memberikan solusi berbasis 
bukti mengenai strategi interoperabilitas 
sistem RME yang adaptif, aman, dan 
berkelanjutan untuk mendukung integrasi 
data kesehatan daerah. Maka, rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana interoperabilitas sistem informasi 
RME Puskesmas Kecamatan Banjarmasin 
Utara dengan Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin.  Urgensi Penelitian ini sejalan 
dengan transformasi digital nasional di 
bidang kesehatan serta kebijakan 
pengembangan sistem informasi kesehatan 
berbasis SATU SEHAT oleh KEMENKES. 
Interoperabilitas antara Puskesmas dan 

Dinas Kesehatan Kota menjadi prasyarat 
untuk meningkatkan mutu data kesehatan 
dan mempercepat pengambilan keputusan 
berbasis data. 

Di Kecamatan Banjarmasin Utara, 
Puskesmas memiliki kondisi teknis dan 
manajerial yang berbeda dan dituntut 
mengadopsi sistem informasi yang 
kompatibel dan saling terhubung. Penelitian 
ini berkontribusi pada pengembangan 
kebijakan daerah, penyediaan peta jalan 
integrasi sistem informasi, serta rekomendasi 
teknis dan manajerial berbasis temuan 
lapangan. Hasil penelitian juga mendukung 
penguatan SDM dan infrastruktur Puskesmas 
serta pengembangan sistem informasi 
kesehatan nasional. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus 
eksploratif yang bertujuan untuk 
mengeksplorasi interoperabilitas data rekam 
medis elektronik antara Puskesmas di 
Kecamatan Banjarmasin Utara dan Dinas 
Kesehatan Kota Banjarmasin. Subjek 
penelitian terdiri dari 19 informan yang dipilih 
secara purposive sampling, meliputi 6 Kepala 
Puskesmas, 6 pengelola sistem informasi 
kesehatan, 6 petugas IT Puskesmas, dan 1 
staf bidang sistem informasi kesehatan Dinas 
Kesehatan Kota Banjarmasin. 

Data dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam dan observasi partisipatif. 
Validitas data dilakukan melalui triangulasi 
sumber dan metode dengan membandingkan 
informasi antar-informan, hasil wawancara, 
observasi, dan dokumen terkait. Analisis data 
menggunakan model interaktif Miles dan 
Huberman, meliputi pengumpulan data, 
reduksi data yang berfokus pada 
interoperabilitas teknis dan nonteknis, 
penyajian data melalui matriks tematik, serta 
penarikan dan verifikasi kesimpulan. 
 
Hasil 
Interoperabilitas Sistem Informasi 
Kesehatan Pada Data Rekam Medis 
Elektronik  

Penelitian ini dilakukan di enam 
Puskesmas Kota Banjarmasin, yaitu Alalak 
Selatan, Alalak Tengah, Kayutangi, Sungai 
Andai, Puskesmas 9 November, dan Sungai 
Jingah, serta Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin. Data diperoleh melalui 
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wawancara mendalam dengan kepala 
Puskesmas, pengelola SIK, petugas IT, staf 
dan kepala bidang sistem informasi 
kesehatan Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin, serta observasi. Analisis 
difokuskan pada interoperabilitas sistem 
informasi kesehatan. 

 
1. Aspek Teknis 

a. Infrastruktur IT 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
seluruh informan di enam Puskesmas Kota 
Banjarmasin, setiap Puskesmas telah 
memiliki infrastruktur dasar berupa komputer 
di setiap poli dan jaringan internet melalui 
Indihome serta Kominfo. Hanya sebagian 
Puskesmas yang memiliki sistem cadangan 
otomatis seperti UPS atau genset mini. 
Puskesmas 9 November, Alalak Tengah, dan 
Kayutangi menunjukkan kesiapan lebih 
tinggi. Secara keseluruhan, kesiapan 
infrastruktur berada pada kategori siap, tetapi 
pemeliharaan masih bersifat reaktif dan 
belum preventif. 

Seluruh informan menyebut perlunya 
SOP pemeliharaan preventif dan sistem 
pemantauan jaringan berbasis real-time. 
Infrastruktur TI seluruh Puskesmas 
meningkat signifikan pada tahun 2025, 
ditandai ketersediaan komputer, laptop, dan 
jaringan internet, namun pemeliharaan masih 
reaktif dan belum menggunakan sistem 
digital terintegrasi. Hasil observasi 
menunjukkan enam Puskesmas dan Dinas 
Kesehatan Kota Banjarmasin memiliki 
infrastruktur TI memadai, meliputi komputer, 
printer, dan jaringan internet stabil di setiap 
unit layanan. 

 
b. Standarisasi data dan protokol komunikasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pengelola SIK di enam Puskesmas Kota 
Banjarmasin, seluruh informan menjelaskan 
bahwa Puskesmas telah menerapkan 
standar ICD-10 dalam klasifikasi penyakit, 
penerapan standar internasional seperti 
SNOMED CT dan HL7 belum dilakukan di 
tingkat fasilitas pelayanan primer. Menurut 
Informan dari Puskesmas Alalak Tengah dan 
Sungai Andai, sistem validasi NIK sudah 
mulai diterapkan untuk memastikan 
kesesuaian identitas pasien. Seluruh 
informan menilai bahwa standarisasi klinis di 
seluruh Puskesmas sudah berjalan dan 
interoperabilitas data antar sistem masih 

lemah. Rekomendasi yang diberikan perlu 
sistem validasi ganda berbasis NIK dan audit 
data berkala untuk menjaga konsistensi serta 
akurasi data kesehatan. Pengelola SIK Dinas 
Kesehatan Kota Banjarmasin menegaskan 
bahwa proses standarisasi data antar-bidang 
belum seragam karena setiap bidang seperti 
Kesmas, P2P, SDK, dan Keuangan masih 
menggunakan format pelaporan yang 
berbeda sehingga menimbulkan 
inkonsistensi data antar unit. 

 
Diperkuat hasil observasi lapangan:  

Enam Puskesmas telah memiliki 
infrastruktur digital yang memenuhi standar 
SIK. Kondisi ini menunjukkan kesiapan 
kelembagaan dan komitmen institusional 
dalam mendukung transformasi digital di 
sektor kesehatan daerah. 
 
c. Integrasi aplikasi antar sistem 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pengelola sistem informasi kesehatan di 
enam Puskesmas Kota Banjarmasin, seluruh 
informan menjelaskan bahwa seluruh 
Puskesmas telah menggunakan aplikasi e-
Puskesmas dan P-Care BPJS sebagai sistem 
utama pengelolaan data pelayanan.  

Seluruh informan menyampaikan 
bahwa Puskesmas melakukan integrasi 
dengan platform SATUSEHAT, fragmentasi 
aplikasi seperti SITB, SIPTM, e-Kohort, dan 
ASIK yang belum terhubung dengan e-
Puskesmas, proses interoperabilitas data 
belum berjalan optimal. Tingkat keterpaduan 
data antar sistem masih rendah dan perlu 
penerapan standar interoperabilitas HL7-
FHIR dan pengembangan Application 
Programming Interface (API) Gateway dua 
arah untuk mempercepat pertukaran data, 
meningkatkan efisiensi pelaporan, serta 
memperkuat keamanan informasi kesehatan.  

 
Diperkuat hasil observasi:  

Enam Puskesmas  menggunakan 
sistem e-Puskesmas, SatuSehat, SISDMK, 
dan P-Care BPJS secara rutin mendukung 
kegiatan pelayanan serta pelaporan data 
kesehatan. Integrasi antar sistem informasi 
masih berlangsung secara parsial, terutama 
pada modul RME yang belum terhubung 
dengan sistem BPJS dan Dinas Kesehatan 
karena keterbatasan mekanisme bridging API 
terenkripsi. Ketergantungan server vendor 
pusat mengurangi kemandirian teknis daerah 
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dalam mengelola dan memelihara SIK, 
sehingga kapasitas daerah dalam menangani 
gangguan atau pembaruan sistem masih 
terbatas. 
 
d. Gangguan Teknis dan Pemeliharaan 

sistem 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 

seluruh informan menjelaskan bahwa 
gangguan teknis sering terjadi pada server 
bridging antara e-Puskesmas dan BPJS serta 
pada jaringan internet saat terjadi 
pemadaman listrik. Petugas menangani 
gangguan secara manual tidak 
menggunakan sistem pemulihan otomatis, 
dan belum memiliki rencana pemulihan 
sistem (Disaster Recovery Plan) yang 
terdokumentasi, manajemen risiko pada 
gangguan sistem belum terstandar dan masih 
bergantung pada dukungan vendor. seluruh 
Informan menekankan perlu pelatihan teknis 
internal bagi petugas serta penerapan log 
pemeliharaan digital agar pengelolaan risiko 
dan pemulihan sistem dapat dilakukan secara 
mandiri dan lebih efisien. 

 
Diperkuat hasil observasi: 

Enam Puskesmas dan Dinas 
Kesehatan kota masih keterbatasan 
kapasitas bandwidth dan tidak memiliki 
perangkat cadangan yang memadai, 
sehingga risiko terjadi gangguan layanan 
tetap tinggi. 
 
2. Aspek Non-Teknis 

a. Kebijakan dan regulasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pengelola SIK di enam Puskesmas Kota 

Banjarmasin, seluruh Puskesmas telah 

mengikuti kebijakan KEMENKES terkait 

penerapan RME dan platform SATUSEHAT, 

namun SOP formal internal belum tersedia. 

Kebijakan digitalisasi telah diterapkan secara 

vertikal melalui arahan pemerintah, tetapi 

belum diinstitusionalisasi secara horizontal di 

tingkat daerah. Informan merekomendasikan 

pembentukan Tim Pengelola Informasi 

Kesehatan (TPIK) dan penyusunan dokumen 

kebijakan digitalisasi internal untuk 

memastikan pelaksanaan seragam dan 

berkesinambungan. 

Pengelola SIK Dinas Kesehatan Kota 

Banjarmasin menegaskan bahwa kebijakan 

nasional seperti SATUSEHAT telah diadopsi 

seluruh fasilitas pelayanan, sedangkan 

regulasi daerah dan implementasi di 

lapangan sangat bergantung pada komitmen 

masing-masing serta dukungan pembiayaan 

dari pusat. 

 

Diperkuat hasil observasi: 

Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin 

dan enam Puskesmas masih bergantung 

pada vendor dalam penyelesaian masalah 

teknis, sehingga kemandirian lembaga dalam 

mengelola SIK terbatas. Komunikasi rutin 

Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

mendukung kebijakan SATUSEHAT 

menunjukkan komitmen kelembagaan 

terhadap penguatan arah interoperabilitas 

sistem informasi kesehatan nasional. 

 

b. Sumber daya manusia dan kompetensi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

petugas dan pengelola SIK di enam 

Puskesmas Kota Banjarmasin, petugas 

berlatar belakang rekam medis dan 

administrasi kesehatan. Pelatihan 

penggunaan SIK bersifat insidental, sebagian 

besar dilakukan secara daring melalui Zoom 

yang difasilitasi Dinas Kesehatan, dan belum 

tersedia pelatihan internal berkelanjutan di 

Puskesmas. 

Informan merekomendasikan program 

pelatihan tahunan, sertifikasi literasi digital, 

serta perekrutan tenaga teknis IT tambahan. 

Pengelola SIK Dinas Kesehatan Kota 

Banjarmasin menegaskan bahwa operator 

sistem bukan tenaga IT sehingga mengalami 

kendala input data dan pelaporan tepat 

waktu. Pelatihan integrasi sistem masih 

terbatas dan diberikan oleh vendor e-

Puskesmas tanpa program pembinaan 

internal. 

 

Diperkuat hasil observasi: 

Pelatihan sumber daya manusia di 

Puskesmas belum terlaksana merata, 

terutama bagi staf baru yang belum terbiasa 

menggunakan sistem digital. Unit di 

Puskesmas belum membentuk tim 

pengendali mutu data lintas bidang, dan 

pelatihan sumber daya manusia belum 

berjalan secara berkelanjutan. 
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c. Dukungan manajerial dan koordinasi lintas  
    sektor 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Kepala Puskesmas dan pengelola SIK, 
seluruh informan menjelaskan bahwa 
pimpinan Puskesmas aktif mendorong 
penggunaan sistem digital dan RME. 
Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin dan 
grup komunikasi daring, namun belum 
terbentuk struktur formal pengelola SIK 
dengan SK resmi. 

Seluruh informan menilai 
kepemimpinan kuat sebagai faktor 
pendukung utama dan merekomendasikan 
pembentukan TPIK serta penyusunan 
jobdesk lintas bidang. Pengelola SIK Dinas 
Kesehatan Kota Banjarmasin menegaskan 
koordinasi antarbidang masih sektoral dan 
belum didukung sistem terintegrasi, 
sementara dukungan lebih banyak berupa 
perangkat keras dan informasi melalui grup 
daring tanpa supervisi formal berkelanjutan. 
Diperkuat hasil observasi: 

Puskesmas melaksanakan koordinasi 
melalui rapat rutin, supervisi lapangan, dan 
grup komunikasi aktif untuk memperkuat 
pengelolaan sistem informasi kesehatan. 
Pola koordinasi tersebut mencerminkan 
komitmen kolaboratif antar unit kerja dalam 
tata kelola sistem informasi kesehatan di 
tingkat daerah. Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin juga melakukan koordinasi aktif 
dengan seluruh Puskesmas melalui rapat 
rutin dan supervisi lapangan, menunjukkan 
dukungan manajerial yang kuat terhadap 
pelaksanaan transformasi digital di tingkat 
layanan primer. 
 
Pembahasan 
Interoperabilitas Sistem Informasi 

Kesehatan 

1. Aspek Teknis 

a. Infrastruktur IT 

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan 

masih menghadapi keterbatasan bandwidth 

dan perangkat cadangan, meskipun 

Puskesmas telah menerapkan validasi 

elektronik untuk memastikan keakuratan dan 

keamanan data. Sebagian besar Puskesmas 

menggunakan akun pribadi dan pembaruan 

sandi berkala, tetapi belum menerapkan 2FA 

dan enkripsi data pasien secara menyeluruh, 

sehingga terdapat risiko kebocoran, akses 

ilegal, dan penyalahgunaan data. 

Seluruh Puskesmas menunjukkan 

peningkatan integrasi antar aplikasi yang 

mengarah pada penerapan kebijakan One 

Health Data secara bertahap. Kondisi 

Banjarmasin mencerminkan pola nasional, 

yaitu infrastruktur dasar telah tersedia, tetapi 

sustainabilitas dan tata kelola pemeliharaan 

belum optimal. Hal ini menunjukkan 

kesenjangan antara ketersediaan perangkat 

dan efektivitas pengelolaan infrastruktur 

berkelanjutan, sejalan dengan studi yang 

menunjukkan ICT maturity layanan 

kesehatan primer di Indonesia masih pada 

tahap menengah, khususnya kesiapan 

organisasi dan kapasitas pemeliharaan (9). 

 

b. Standarisasi data dan protokol komunikasi 
Enam Puskesmas telah 

mengimplementasikan validasi elektronik 
untuk memastikan keakuratan dan keamanan 
data pelayanan kesehatan. Namun, 
interoperabilitas SIK masih lemah karena 
belum terdapat “bahasa bersama” antar 
aplikasi. Penguatan diperlukan melalui 
penerapan standar internasional HL7-FHIR 
dan SNOMED CT, yang belum optimal akibat 
keterbatasan kapasitas teknis SDM, 
fragmentasi sistem dengan format data 
proprietary, serta belum adanya regulasi 
teknis yang mengikat dan dukungan 
pendanaan pemerintah daerah. Akibatnya, 
aplikasi masih bekerja dalam silo data 
sehingga pertukaran informasi antar fasilitas 
kesehatan belum optimal. Temuan ini sejalan 
dengan kajian LMIC yang mengidentifikasi 
kurangnya standardisasi data dan protokol 
komunikasi sebagai hambatan utama 
integrasi SIK (10). 
  
c. Integrasi aplikasi antar sistem 

Pengelola SIK Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin menegaskan bahwa alur 
pertukaran data saat ini masih bersifat semi-
manual dan sering mengalami gangguan 
teknis saat sinkronisasi. Integrasi antara e- 
Puskesmas, P-Care, dan SATUSEHAT 
diimpelementasikan dan sering menimbulkan 
redundansi data karena banyak aplikasi 
paralel belum tersinkronisasi menyeluruh. 
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa 
upaya integrasi di tingkat Puskesmas 
Banjarmasin sudah dimulai dan bersifat 
parsial serta belum mencakup keseluruhan 
ekosistem data kesehatan daerah. Implikasi 
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dari hasil penelitian ini menegaskan perlunya 
penguatan interoperabilitas melalui 
pengembangan API dua arah, pembangunan 
gateway integrasi lintas sistem, serta 
penyederhanaan sistem paralel yang berjalan 
secara terpisah. Temuan ini sejalan dengan 
hasil kajian literatur yang menjelaskan bahwa 
lingkungan Health Information Systems (HIS) 
di Indonesia masih sangat terfragmentasi, 
dengan banyak sistem berdiri sendiri tanpa 
dukungan interoperabilitas penuh antar 
platform (11).  

 
d. Gangguan Teknis dan Pemeliharaan 

sistem 
Kondisi tersebut memperlihatkan 

bahwa kelemahan utama bukan hanya 

terletak pada ketersediaan perangkat, tetapi 

juga pada aspek tata kelola risiko dan 

ketahanan sistem. Implikasi praktis dari hasil 

ini adalah perlunya penyusunan strategi 

pemulihan bencana (Disaster Recovery Plan) 

secara formal, penyelenggaraan pelatihan 

teknis internal, penerapan sistem log 

pemeliharaan digital, serta alokasi anggaran 

khusus untuk penguatan infrastruktur dan 

pemeliharaan teknologi informasi kesehatan. 

Temuan ini konsisten dengan literatur 

mengenai implementasi RME yang 

menjelaskan bahwa faktor teknis seperti 

kestabilan jaringan, ketersediaan infrastruktur 

cadangan, dan kesiapan organisasi dalam 

pemeliharaan sistem merupakan 

penghambat utama keberhasilan digitalisasi 

layanan kesehatan (12).  

 

2. Aspek Non-Teknis 

a. Kebijakan dan regulasi 

Proses transformasi digital sektor 
kesehatan belum sepenuhnya 
terinstitusionalisasi secara horizontal di 
tingkat daerah. Diperlukan kebijakan internal 
Puskesmas, regulasi daerah yang 
mendukung keberlanjutan digitalisasi, serta 
mekanisme insentif dan sanksi untuk 
memperkuat kepatuhan dan konsistensi 
implementasi. Temuan ini sejalan dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 
Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan, dan Peraturan Presiden Nomor 
95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang 
menunjukkan bahwa meskipun kerangka 

regulasi nasional telah ditetapkan, 
implementasi sistem digital di berbagai 
daerah masih belum merata dan konsisten 
(13). 

 

b. Sumber daya manusia dan kompetensi 

Implikasi praktis dari temuan ini adalah 

perlunya penyusunan program pelatihan 

tahunan yang dilakukan secara 

berkelanjutan, penyelenggaraan sertifikasi 

literasi digital bagi petugas SIK, perekrutan 

tenaga IT yang dedicated, serta 

pembentukan tim pengendali mutu data di 

setiap Puskesmas. Langkah-langkah 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kapasitas digital dan memperkuat tata kelola 

informasi kesehatan di wilayah Kota 

Banjarmasin. Temuan tersebut sejalan 

dengan literatur yang menyatakan bahwa 

literasi digital SDM dan kapasitas organisasi 

merupakan faktor kunci dalam keberhasilan 

transformasi digital kesehatan. Studi scoping 

review di Indonesia menegaskan bahwa 

tingkat kematangan digital fasilitas pelayanan 

kesehatan sangat dipengaruhi oleh 

kompetensi SDM dan keberlangsungan 

pelatihan yang sistematis (14).  

 

c. Dukungan manajerial dan koordinasi lintas 

sektor 

Kekuatan kepemimpinan di tingkat 
Puskesmas sudah terbentuk, tetapi masih 
memerlukan dukungan kelembagaan dan 
struktur formal untuk menjaga 
kesinambungan digitalisasi. Diperlukan 
institusionalisasi TPIK melalui SK resmi, 
jobdesk yang jelas, supervisi formal 
berkelanjutan, serta forum koordinasi lintas 
bidang di bawah pengawasan Dinas 
Kesehatan Kota Banjarmasin. Langkah ini 
diharapkan memperkuat tata kelola digital 
dan efektivitas koordinasi sistem informasi 
kesehatan daerah. Temuan ini sejalan 
dengan literatur bahwa kepemimpinan 
visioner, struktur formal tata kelola digital, dan 
koordinasi lintas sektor merupakan elemen 
kunci implementasi sistem informasi 
kesehatan yang terintegrasi dan 
berkelanjutan (15). 

Struktur interoperabilitas SIK di tingkat 
daerah masih terfragmentasi dan belum 
sepenuhnya mendukung ekosistem One 
Health Data yang terpadu. Diperlukan 
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pengembangan API dua arah, forum 
sinkronisasi antara Dinas Kesehatan, 
Puskesmas, dan Dinas Kominfo, serta 
feedback loop agar data tidak hanya bersifat 
administratif tetapi menjadi insight untuk 
peningkatan mutu layanan primer. Temuan 
ini sejalan dengan literatur nasional bahwa 
Platform SATUSEHAT masih dalam tahap 
pengembangan dan integrasi belum 
sepenuhnya terhubung, sehingga ekosistem 
data kesehatan nasional belum terintegrasi 
secara utuh (intermittent) dan 
pemanfaatannya untuk pengambilan 
keputusan klinis serta kebijakan berbasis 
bukti masih memerlukan penguatan (16). 

Enam Puskesmas di Kota Banjarmasin 
mencapai kemajuan signifikan dalam 
transformasi digital melalui interoperabilitas 
dan RME, didukung infrastruktur digital, SDM 
adaptif, dan komitmen kelembagaan. Namun, 
masih terdapat kendala integrasi aplikasi, 
keamanan data yang lemah, dan pelatihan 
SDM yang belum berkelanjutan. Diperlukan 
penguatan tata kelola melalui pemeliharaan 
preventif, penerapan HL7-FHIR dan 
SNOMED CT, pembentukan TPIK, 
peningkatan literasi digital SDM, serta 
pengembangan dashboard mutu real-time. 
Langkah tersebut mendukung Puskesmas 
Banjarmasin menjadi model layanan 
kesehatan primer yang terintegrasi, aman, 
efisien, dan berbasis data sesuai arah 
transformasi digital Nasional. 

Secara keseluruhan, enam Puskesmas 
di Kota Banjarmasin telah menunjukkan 
kemajuan signifikan dalam transformasi 
digital melalui interoperabilitas dan RME, 
didukung infrastruktur digital serta komitmen 
kelembagaan yang adaptif. Namun, 
efektivitas sistem masih terkendala 
fragmentasi integrasi aplikasi, kerentanan 
keamanan data, dan pelatihan SDM yang 
belum berkelanjutan. Diperlukan penguatan 
tata kelola melalui pemeliharaan preventif, 
standar HL7-FHIR dan SNOMED CT, TPIK, 
peningkatan literasi digital, serta dashboard 
mutu real-time untuk mewujudkan layanan 
kesehatan primer yang terintegrasi, aman, 
efisien, dan berbasis data sesuai agenda 
transformasi digital nasional. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, 
interoperabilitas sistem rekam medis 
elektronik di Puskesmas Kota Banjarmasin 

secara teknis didukung infrastruktur digital 
yang memadai, namun pemeliharaan masih 
reaktif, integrasi e-Puskesmas, P-Care, dan 
SATUSEHAT masih parsial, serta standar 
protokol pertukaran data internasional belum 
diterapkan sehingga terjadi duplikasi dan 
inkonsistensi data. Secara nonteknis, 
implementasi kebijakan digitalisasi belum 
didukung regulasi daerah, SOP baku, struktur 
organisasi formal, serta kompetensi dan 
pelatihan SDM yang memadai. 

Penelitian ini memetakan hambatan 
integrasi data dan menawarkan kerangka 
evaluasi tata kelola e-health. Implikasi 
praktisnya adalah pengembangan API 
gateway dua arah dan penguatan keamanan 
data pasien. Pemerintah Kota Banjarmasin 
direkomendasikan menerbitkan regulasi 
standardisasi data, membentuk Tim 
Pengelola Informasi Kesehatan (TPIK), 
menyediakan pelatihan berkelanjutan, serta 
menganggarkan pemeliharaan preventif 
untuk mewujudkan interoperabilitas menuju 
One Health Data nasional. 
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